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PERAN  SERTA INDUSTRI JASA & PRODUK DALAM NEGERI UNTUK PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGKIT 10.000 MW
Jakarta, 9 Agustus 2006
Para hadirin serta Saudara-saudara Peserta Seminar yang berbahagia,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa yang selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara Seminar dengan tema “Peran serta Industri Jasa & Produk Dalam Negeri untuk pelaksanaan Proyek Pembangkit 10.000 MW dalam keadaan sehat wal’afiat. Sungguh seminar ini kami rasakan sangat tepat ditengah-tengah upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan produksi dalam negeri dan memanfaatkan potensi yang ada, baik potensi sumber daya alam, teknologi, maupun potensi sumber daya manusia di sektor ketenagalistrikan bagi kemakmuran Bangsa dan Negara Indonesia. 

Saudara-saudara sekalian,


Seperti kita ketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang menjadi landasan dan acuan pengelolaan di sektor Ketenagalistrikan mengamanatkan penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan mendorong  Badan Usaha di dalam negeri menjadi efisien dan mandiri agar mampu berperan dan bersaing di dalam dan di luar negeri dengan memanfaatkan sebesar-besarnya barang dan jasa produksi dalam negeri yang kompetitif dan menghasilkan nilai tambah pada pengembangan industri ketenagalistrikan nasional.

Dalam rangka memanfaatkan sebesar-besarnya produksi barang dan jasa dalam negeri, maka seluruh segmen usaha ketenagalistrikan yang terdiri dari usaha penyediaan tenaga listrik, usaha jasa penunjang tenaga listrik dan industri penunjang tenaga listrik harus dapat saling mendukung menciptakan sinergi pada  pembangunan pembangkit tenaga listrik produksi dalam negeri. 

Disamping itu, kemampuan Pemerintah untuk mendanai fasilitas-fasilitas baru pada saat ini maupun masa mendatang sangat terbatas, sehingga peran swasta, koperasi maupun Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik tersebut. Oleh karena itu, perlu diciptakan mekanisme penyediaan tenaga listrik yang melibatkan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat dengan landasan regulasi yang tepat dan iklim usaha yang sehat. 
Saudara-saudara peserta seminar yang berbahagia,

Kebijakan pengembangan sektor ketenagalistrikan untuk mewujudkan pembangunan pembangkit tenaga listrik produksi dalam negeri menyangkut aspek finansial dalam arti bahwa tarif tenaga listrik sesuai dengan nilai keekonomiannya, aspek teknologi dalam arti bahwa kita harus mampu menguasai teknologi pembangkit, aspek SDM dalam arti bahwa kita harus mempunyai SDM yang kompeten.
Kebijakan TIPS (Technology and Industrial Policies) yang kemudian dikenal dengan PMP (Progressive Manufacturing Plan) adalah kebijakan untuk mencapai kemandirian industri berbasis penguasaan teknologi yang menempatkan pengadaan pemerintah (government procurement) menjadi pemicu proses penguasaan industri dan teknologi agar produksi dalam negeri yaitu teknologi, barang dan jasa menjadi bagian dari kriteria penentu. Oleh karena itu, impor komoditi yang terkait dengan komiditi yang telah ditetapkan sebagai national champion harus mengutamakan offset program ketimbang counter trade.


Dalam rangka mewujudkan pembangunan PLTU produksi dalam negeri, maka perlu segera memberdayakan usaha jasa terintegrasi (Engineering, Procurement, and Construction – EPC) di bidang ketenagalistrikan. Usaha Jasa Terintegrasi ini akan melakukan proses engineering pembangkit yaitu consept design, basic design, dan detail design yang dapat diarahkan pada spesifikasi produk dalam negeri sehingga saat pelaksanaan procurement peralatan dan bahan untuk pembangkit tenaga listrik dapat maksimalkan penggunaan produksi dalam negeri. Begitu juga saat pelaksanaan construction, diarahkan untuk menggunakan perusahaan jasa konstruksi nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan Usaha Jasa Terintegrasi akan mempercepat multiplying effect ke industri ketenagalistrikan
Saudara-saudara sekalian, 

Untuk memperkuat pelaksanaan percepatan Pilot Project pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Batubara.
Dalam pelaksanaan Pilot Project tersebut, Pemerintah sangat mendukung adanya persyaratan yang mewajibkan  penggunaan local content didalam dokumen penawaran, sehingga hal ini merupakan jaminan terhadap pemanfaatan barang dan jasa produksi dalam negeri. 

Namun dalam melaksanakan penugasannya, PT Perusahaan Listrik Negera (Persero) perlu mempertimbangkan preferensi terhadap persyaratan tersebut formulasi dan pola audit yang akan digunakan untuk barang dan jasa produksi dalam negeri.  
Akhirnya, melalui semangat dan cita-cita yang sama untuk mewujudkan penggunaan produksi barang dan jasa dalam negeri, marilah kita bersama-sama saling mendukung dan bahu-membahu untuk secara maksimal mensukseskan  percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik ini sehingga kita dapat mengurangi ketergantungan pada negara asing.

Saudara-saudara peserta seminar sekalian,

Demikian Sambutan kami, semoga seminar ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi pengembangan sektor ketenagalistrikan kedepan sehingga memberikan kontribusi yang lebih baik kepada Bangsa dan Negara Indonesia.

Terima kasih, 

Wabilallahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Purnomo Yusgiantoro






